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Upaya Pemprov Jatim dalam Konsolidasi
Perizinan Pertambangan

Penyusunan Pergub Jatim No. 16 tahun 2015 tentang Pedoman
Pemberian Izin Bidang ESDM di Jawa Timur

Pengumpulan Berkas Izin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkan
oleh Kabupaten / Kota. Terkumpul berkas sebanyak : 512 lzin dari 29
Kabupaten/Kota.

Penyusunan Database izin tambang se-Jawa Timur.
* Pemohon Izin dari Januari s.d 20 Agustus 2015 : 528 Izin
* Jumlah Izin yang masuk Database : 540 Izin

Rekruitmen 20 orang fresh graduate dari UGM dan UPN Veteran
Yogyakarta jurusan Geologi dan Pertambangan sebagai PTT/ Kontrak
sampai dengan Desember 2015 untuk memproses permohonan izin
pertambangan dan menyusun database.

Sosialisasi tentang UU 23/2014 & Pergub 16/2015 ke 38 Kab/Kota



Permasalahan Setelah UU 23/2014

1. PP sebagai pedoman pelaksanaan UU 23/2014 belum ada

2. Penerimaan Daerah

a. Pelaporan Produksi, luran Tetap dan luran Produksi bagi
pemegang IUP belum dilaporkan secara rutin

b. Izin diterbitkan oleh Provinsi tetapi Pajak masuk ke Kab./Kota
3. Lelang WIUP Mineral Logam

— Perlu masukan dari daerah untuk penentuan WIUP Mineral
Logam guna mendapatkan persetujuan WIUP Mineral Logam
dari Ditjen Minerba

4. Rekomendasi dari Bupati (PP 23/2010)

— Keterlambatan jawaban rekomendasi Bupati dalam proses
penerbitan Persetujuan WIUP oleh Gubernur
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DASAR HUKUM

UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

- PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA (Migas, Pertambangan Umum,
Kehutanan, Panas Bumi dan Perikanan) untuk Awal Tahun Anggaran
Berjalan;

- PMK No0.06/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Anggaran Transfer Ke Daerah;

- PMK No0.165/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;

- PMK No. 82/PMK.07/2014 Alokasi DBH SDA (Migas, Pertambangan
Umum, Kehutanan, Panas Bumi dan Perikanan) untuk Akhir Tahun
Anggaran Berjalan.




Pengertian DBH SDA

PP Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 9

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber

dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan

untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi




Jenis PNBP SDA yang dibagihasilkan

DBH Migas

e Penerimaan SDA Minyak Bumi
¢ Penerimaan SDA Gas Bumi

e Penerimaan Landrent/ luran Tetap (Mineral Logam, Batubara, & IPR)
e Penerimaan Royalti/ luran Produksi (Mineral Logam & Batubara)

DBH Kehutanan

* Penerimaan IIUPH (luran ljin Usaha Pemanfaatan Hutangg
e Penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan)
® Penerimaan DR (Dana Reboisasi)

® Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan
e Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan

DBH Panas Bumi

e Setoran Bagian Pemerintah
e luran Tetap dan luran Produksi




Pendapatan dari Sektor Pertambangan

1.PNBP (Pencadangan Wilayah,
PUSAT DIl)
2. DBH

1. DBH (Mineral Logam dan

KABUPATEN /| Batubara)
KOTA 2. Pajak Daerah (diatur dengan
Perda Kab/Kota masing-masing)




Jenis DBH SDA Pertum

DBH SDA Pertambangan Umum adalah Bagian daerah yang berasal dari

penerimaan sumber daya alam pertambangan umum

iuran yang

diterima negara

sebagai imbalan luran Pl‘OdUkSI

pemegang kuasa

atas kesempatan

penyelidikan luran
eksplorasi atau
Landrent

usaha pertambangan
atas hasil dari
kesempatan

eksploitasi pada eksplorasi/ eksploitasi

suatu Wilayah

S

kerja



PEMBAGIAN ALOKASI DBH

PROSESNTASE PEMBAGIAN

Pem

Pemerintah Daerah (%)

No. SEKTOR Pusat p Keterangan
rov
(%) Prov P BP K/KP | K/KBP | Jmilh
5 _ _ 10
1 |Minyak Bumi 859) 159)
_ 3 6 6
2 |Gas Bumi 70 g) 30 h)
_ 6 12 12
3 |Pertambangan Umum
a. Iuran Tetap (IUP
Mineral logam, 20 16 - 64 - 80
Batubara dan IPR)
b. Iuran Produksi (IUP
Mineral logam dan 20 16 - 32 32 80
Batubara)
4 |Panas Bumi 20 _ 16 32 32 80
g) Mulai thn 2008. pusat 84,5% daerah 15,5% (0,5% utk biaya pendidikan dasar; yaitu 0,1% provinsi, 0.2% kab/kota
penghasil dan 0,2% utk kab/kota lainnya dlm provinsi ybs
h) mulai thn 2008. pusat 69,5% daerah 30,5% (0,5% utk biaya pendidikan dasar; yaitu 0,1% provinsi, 0.2% kab/kota

penghasil dan 0,2% utk kab/kota lainnya dlm provinsi ybs



Mekanisme PSC

Mekanisme DBH

Potongan:
PDED, PBB,

PPN Remmbursment,

Bagiaﬂ Fee Kegiatan Huln
Pemerintah

63,250 mmbl

Lifting
100,000 mmbl

> 12mul 4 - 12 mul <4 mil

(B A R E B R R NN EREERENENERESERERSSESNERSESIES:ESS;N;NEH;] l-l--f

Pem Pst  84.5%
Prov 3.1%
KabPenh 6.2%
NonPgh 6.2%

Pem Pst  84.5%
Pem Pst  100% Prov 5.16%
Kab N Penh 10.3%

Bagian
a4 Contractor
36,750 mmbl

PemPst 69.5%
Prov 1% B
KabPenh 12.2%|H
NPgsh 122% :

;

PemPst  69.5%

Gas
Pem Pst 100% Prov 10.16%

Kab N- Penh 20.33%

Mmbl = Millions of Barrels




MEKANISME PENYALURAN DANA BAGI HASIL SDA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

* PNBP yang dibagihasilkan meliputi:
- luran Tetap (IUP Mineral logam, Batubara dan IPR)
- luran Produksi (IUP Mineral logam dan Batubara)

 Penyaluran DBH SDA Pertambangan Mineral
dan Batubara dilakukan secara Triwulanan.

_ Triwulan 2 Triwulan 3 | Triwulan 4

15% dari Realisasi— | Realisasi —
PMK Penyaluran ' Penyaluran
Triwulan 1-2 [ Triwulan 1-3




REALISASI PENYALURAN DBH YANG DITERIMA OLEH PROVINSI JAWR TIMUR

PRAKIRAAN ALOKASI | KUMULATIF REALISASI
NO SEKTOR SDA DBH (SESUAI PVIK NO DBS SDA s.d TW. IV
82/PMK.07/2014) 2014

1 MINYAK BUMI

a. DBH SDA MINYAK BUMI 15% Rp 409,600,529,000 Rp 409,600,529,000
b. DBH SDA MINYAK BUMI 0O,5%% Rp 13,655,801,000 Rp 13,655,801,000
JUMLAH Rp "~ 423,256,330,000 Rp "~ 423,256,330,000

2 GAS BUMI

a. DBH SDA GAS BUIMI 3026 Rp 51,451,050,000 Rp 51,451,050,000
b. DBH SDA GAS BUMI 0,5% Rp 872,123,000 Rp 872,123,000
JUMLAH Rp "~ 52,323,173,000 Rp~ 52,323,173,000

3 PERTANMBANGAN UMUM

a. lURAN TETAP Rp 168,465,000 Rp 168,465,000
b. IURAN PRODUKSI Rp 528,548,000 Rp 528,548,000
JUMLAH Rp " 697,013,000 Rp "~ 697,013,000
TOTAL Rp 476,276,516,000 Rp 476,276,516,000

Sumber data : Dispenda Prov. Jatim



KOORDINASI DAN SUPERVISI
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
DI JAWA TIMUR




PENDAHULUAN

” Rencana Strategi Komisi Pemberantasan Korupsi 2011 - 2015 menetapkan sektor
sumber daya Alam/Ketahanan Energi menjadi salah satu fokus area pemberantasan
korupsi. Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara sejak tahun 2011, menyimpulkan adanya
sejumlah permasalahan dalam proses implementasi UU Minerba.”

Perlu dilakukan PERBAIKAN SISTEM DAN REGULASI di tingkat pusat dan
daerah  sebagai upaya UNTUK MENDORONG TATA KELOLA
PERTAMBANGAN mineral dan batubara yang lebih baik demi MENCEGAH
TERJADINYA KORUPSI melalui kegiatan KOORDINASI DAN SUPERVISI
bersama dengan KPK atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara
dengan melibatkan lintas instansi pemerintah pusat dan daerah.
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AKSI| KORSUP YANG TELAH DILAKUKAN
OLEH DINAS ESDM PROVINSI JAWA TIMUR




Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 19 Desember 2014

545/1541/119.2/2014 Kepada
PENTING/SEGERA Yth. Sdr. Bupati / Walikota
1 (satu) Berkas di

Tindak lanjut Undang- JAWA TIMUR
Undang Nomor 23 Tahun

2014.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diundangkan
pada tanggal 2 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587, bersama ini disampaikan beberapa
hal terkait masalah penyelenggaraan pemerintahan bidang energi dan
sumber daya mineral sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota terhitung sejak tanggal 2 Oktober
2014 sudah tidak boleh mengeluarkan izin terkait dengan masalah
energi dan sumber daya mineral baik izin baru, perubahan maupun
izin perpanjangan. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat
(1) yang pada intinya menyebutkan bahwa “kewenangan
penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber
daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”
dan dalam Lampiran huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Berdasarkan hasil pertemuan antara Ditien Minerba Kementerian
ESDM dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada
tanggal 3 Desember 2014 di Nusa Dua Bali, telah ditetapkan
sasaran koordinasi dan supervisi pengelolaan pertambangan
mineral dan batubara dalam pelaksanaan pencegahan tindak
korupsi di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara
berupa 5 (lima) fokus kegiatan, yaitu :

a. pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan;

b. pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha
pertambangan minerba;

c. pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba;

d. pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang
minerba; dan

e. pelaksanaan

i

e. pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/
pengapalan hasil tambang minerba.

3. Pemohon yang mengajukan izin sebelum dan/atau setelah tanggal
2 Oktober 2014 dan sampai dengan saat ini belum keluar izinnya
maka Bupati/Walikota harus menyerahkan dokumen permohonan
tersebut kepada Gubernur untuk diproses sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

4. Bupati/Walikota wajib menyerahkan data dan dokumen perizinan
yang telah dikeluarkan selama ini dalam rangka pembinaan dan
pengawasan terhadap pemegang izin.

5. Sesuai ketentuan dalam Pasal 402 ayat (1) “bahwa semua izin
yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tetap berlaku sampai masa berlakunya izin
dimaksud habis”.

6. Kabupaten/Kota penghasil sumber daya alam pertambangan
umum tetap mendapatkan:
a. Dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum dari
pertambangan mineral logam;
b. Pajak daerah dari pertambangan mineral bukan logam dan
batuan; dan
c. Pajak air tanah dari pengusahaan air tanah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih atas
perhatiannya.

TEMBUSAN:
Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral di Jakarta.
3. Deputi Bidang Pencegahan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
di Jakarta.
4. Ditien Minerba Kementerian Energi
Dan Sumber Daya Mineral
di Jakarta.




5 SASARAN AKSI

KORSUP MINERAL DAN BATUBARA

NO SASARAN AKSI YANG DILAKUKAN
1 Penataan Izin Usaha Surat Sekdaprov Jatim ke Bupati/Walikota No.545/1585/119.2/2014
Pertambangan tanggal 31 Desember 2014, perihal : Tindak Lanjut Korsup KPK

Rekonsiliasi data Izin Usaha Pertambangan (IUP)
dari 38 Kab/Kota Sebanyak 230 IUP.

Pemrosesan lIzin Usaha Pertambangan yang masuk ke Dinas ESDM
Provinsi Jawa Timur meliputi :

UMenyusun PERGUB No. 16 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Di Jawa
Timur sebagai Panduan dalam proses penerbitan izin pertambangan.

UmMelakukan percepatan pelayanan pemrosesan izin dengan
merekrut 20 orang tenaga PTT Teknik Geologi UGM.

UPemrosesan lIzin yang Masuk (Data Per 24 Agustus 2015 )

WIUP (518); IUP Eksplorasi (21; IUP OP Baru (32); Perpanjangan IUP
OP (4), IUP OP K Pengangkutan dan Penjualan (4), IUP OP K
Pengolahan & Pemurnian (2); IUP untuk Penjualan (21); Izin Usaha
Jasa Pertambangan (IUJP) (1) SKT (11); Izin Gudang Bahan Peledak
(2); KIM (4); Rekom Beli Handak (3); IPR (19)

UKoordinasi dengan SKPD Kabupaten / Kota terkait rekomendasi
RTRW dalam proses penerbitan Wilayah Usaha Pertambangan.




5 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP MINERAL
DAN BATUBARA

NO

KEGIATAN

AKSI YANG DILAKUKAN

Kewajiban Keuangan
Pelaku Usaha
Pertambangan Minerba

Surat dari Dinas ESDM kepada Bupati/Walikota
tembusan kepada Dispenda dan Pemegang IUP
terkait dengan:

1.luran Produksi & Tahunan untuk Mineral
logam,

2.Pajak daerah untuk Mineral bukan logam &
Batuan,

3.Landrent,

4.Royalty,

5.Jaminan Reklamasi,

6.Jaminan Pasca Tambang

20




PENGATURAN JAMINAN REKLAMASI DAN
PASCATAMBANG

Perhitungan Dana Jaminan Reklamasi (Jamrek) dan Jaminan
Pascatambang tertulis dalam Dokumen Rencana Reklamasi
dan Dokumen Rencana Pascatambang dengan berpedoman
pada PERMEN ESDM No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan
Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penempatan Jamrek dibayarkan sebelum melaksanakan
kegiatan Operasi Produksi.

Penempatan Jaminan Pascatambang dibayarkan setelah
kegiatan Operasi Produksi dilaksanakan.

Sebanyak 57 Pemegang lzin Pertambangan di Jawa Timur
telah menyerahkan Bukti Sertifikat Deposito Jaminan
Reklamasi total nilai penjaminan Rp. 322.798.500,00



DAFTAR SERTIFIKAT DEPOSITC JAMINAN REKLAMASI

MO MNANMA PERUSAHAAN Tel, PENYETORAN MO, SERI MO, REKENING JUNLAH KET
1 |BF.WIDGD0 GANDA WIIAYA 28/02/2000 2000 DB, G063 BE. 205.01.00 12730 Rp 1.750.000
2 |AGUS DRI HASTO 06/12/2000 2000 0B, 065101 BE. 205.01.04 259 Rp 4.500.000
3 |PT. GRAHABUKIT ALAR 22/12/2000 2000 OB, 052023 BE. 205.01.00 13545 Rp 2.500.000
4 |PT.INDOTALA CO BP. RONI HARIVGHD 17/10/2000 2000 0B, 051872 BE.205.0%.00 13333 Rp 2.000.000
5 |FT. CAMDI MGRIMEI 06/10/2000 2000 0B, 051233 BE.205.00.00 13354 Rp 6.000.000
& |FT. MADU LN GGA PEREASA 05/10/2000 2000 LB, 051830 BE. 205.01.00 13353 Rp 3.000.000
T |PT. INEALKD AGUNG 04/10/2000 2000 OB, 051823 BE.205.0%.00 13351 Rp 1.500.000
& |PT.INDUETRI MARRMER IND. T. AGUNG 16/05/2000 2000 OB, 050997 BE.205.00.00 12930 Rp 2.500.000
|00 KD JAT MGG 08/02/2000 2000 OB, 0R0552 BE. 205.01.00 27.2700-00549.4 | Rp 2.742.000
10 |5ALl 29/02/2000 2000 OB, 041927 BE. 205.01.00 01.2300-01927.3 | Rp 2.000.000
11 |PT. GUHUNG MARIMER RAYA 08/03/2000 2000 DB, 050734 BE. 205.01.00 1277 Rp 1.500.000
12 |YAVASAN POMPES SLIRAN DEAJAT 05/06/2000 2000 LB, 07 2003 BE. 205.01.00 28.0023-01014.3 | Rp 1.500.000
13 |BP. ANWAR 13/06/2000 2000 DB, 051096 BE. 205.01.00 13063 Rp 2.500.000
14 |PT. PANCA EALSIUNINDGD PERKASA 06/06/2000 2000 [E. 051059 BE. 205.01.00 13035 Rp 3.000.000
15 |PT. GUIMUNG BALE 12/04/2000 2000 0B, 053910 BE. 205.01.00 01.0400-03443.3 | Rp 6.000.000
16 |5UPARTO 16/08/2000 2000 OB, 065153 BE. 205.01.04 217 Rp 2.000.000
17 |PT. GUHUNG MARIMER RAYA 03/03/2000 2000 [B. 050733 BE.205.0%.00 12773 Rp 1.500.000
15 |MEBAHUL MUNIE 31/07/2008 2003 0B, 111533 BE. 205.01.00 232234296 Fp  10.500.000
19 |PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI 18/12/2000 2000 [E. 051999 BE. 205.01.00 13529 Rp 3,750,000
20 |PT.ICC 04/10/2000 2000 0B, 051526 BE. 205.01.00 13350 Rp 7.925.000
21 |BANDISURCTO, 5H 21/09/2000 2000 DB, 060643 BE. 205.01.00 27.2700-0064.0 | Rp 4.850.000




Lanjutan - 1
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5.000.000
7.500.000
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Lanjutan - 2

43 |ov. WAHYU (H. M OCH RO ESLAN) 22/00/2008 2008 DB. 111516 | BE.205.00.00 231002088 Rp  10.290.000
49 |0V PANCA CIFTA WAHANA 04/09/2008 2008 DB. 163309 | BE.205.00.00 11215951 Rp  14.000.000
o0 [RAHINA BUMIKENCANA | OV, ALAW KavA  |23/04/2007 2007 DB. 099074 | BE. 205.00.00 17007980 Rp  7.000.000
61 |CV. ALAN KAYA 21/00/2008 2008 DB. 099397 | BE. 2050000 17007950 Fp  10.500.000
c2 [RAHINA BUMIKENCANA | OV, ALAM KAvA  |29/10/2008 2008 DB. 163398 | BE.205.00.00 17007980 Rp  9.000.000
c3 |PT. PENDAWA LESTARI PERIASA 24/12/2008 2008 DB. 169128 | BE. 2050000 11219217 Rp  15.150.000
t4 [SUPANDI AFANDH 30/00/2009 2009 DB. 111665 | BE.205.00.00 232244500 Rp 11600000
55 |0V, RBC 13/03/2009 2009 DB. 111681 | BE.205.0000 232247045 Rp  18.225.000
56 |SOEWOND 05/01/2009 2009 DB. 169136 | BE.205.00.00 12637599 Rp  13.000.000
57 |KPP HARIKARYA 23/04/2009 2009 DB. 156636 | BE. 205.00.00 95000040 Fp  10.734.000

JUMLAH Rp  322.798.500




5 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP MINERAL
DAN BATUBARA

NO KEGIATAN AKSI YANG DILAKUKAN
3 Pengawasan produksi  [Mengirimkan surat kepada pelaku usaha untuk
pertambangan melaksanakan kewajiban pelaporan produksi secara

rutin

Melakukan evaluasi terhadap laporan Produksi yang
dikirim setiap bulan

Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang IUP

Melakukan identifikasi pelaku dan lokasi PETI

Melakukan penegakan hukum bersama penegak
Hukum untuk menertibkan PETI :

sebagai saksi ahli

2014 : 23 Kasus

2015 : 15 Kasus

Pengaduan masyarakat : 13 kasus

Penyelesaian pengaduan : 8 kasus




PENGAWASAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN DI JAWA TIMUR

Pengawasan terhadap Pemegang lzin Usaha Pertambangan di Jawa Timur
mengacu pada Surat Edaran Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI No.
04.E/30/DJB/2015 Tanggal 30 April 2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah
Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam masa transisi sebelum terbentuknya Unit Pelayanan Teknis
Inspektur Tambang di masing-masing Provinsi maka Kepala Dinas Teknis
Provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan
mineral dan batubara di seluruh Indonesia secara ex officio selaku kepala
Inspektur Tambang di tingkat Provinsi wajib melaksanakan kegiatan
pengawasan terhadap pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada angka 2
dan berkoordinasi dengan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan
Batubara secara ex officio selaku Kepala Inspektur Tambang Pusat.

Pengawasan Insidentil kegiatan tambang seperti pemeriksaan terjadinya
kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya dilakukan oleh Inspektur
Tambang Kabupaten/Kota dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan
Inspektur Tambang Provinsi.




5 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP MINERAL
DAN BATUBARA

KEGIATAN AKSI YANG DILAKUKAN

Kewajiban Inventarisasi Kegiatan Pengolahan/Pemurnian
pengolahan/pemurnian |2014 :5 [UP
hasil tambang minerba [2015: 2 IUP

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian




5 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP MINERAL
DAN BATUBARA

NO

KEGIATAN

AKSI YANG DILAKUKAN

Pengawasan penjualan dan
pengangkutan/ pengapalan
hasil tambang minerba

Inventarisasi Kegiatan
Pengangkutan/Penjualan
2014 : 106 IUP

2015 :32 IUP

Melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan Pengangkutan dan Penjualan

28




< adalah standar global bagi transparansi penerimaan
negara dari sektor ekstraktif; termasuk di dalamnya
minyak, gas bumi, mineral dan batu bara (minerba).
Untuk Indonesia, kegiatan ini diatur dalam Peraturan
Presiden No 26 tahun 2010 tentang Transparansi
Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang
Diperoleh dari Industrl Ekstraktif.

Kegiatan transparansi ini memerlukan adanya suatu laporan
rekonsiliasi yang membanding kan antara penerimaan yang
dicatat oleh pemerintah dengan pembayaran yang dilakukan
oleh perusahaan di industri ekstraktif.



1. Penerimaan negara dari sektor migas yang direkonsilisasi :
A. Pajak
a) Corporate and Dividend Tax
B. Bukan Pajak
a) Lifting Migas
b) Over/(under) lifting
¢) Domestic Market Obligation (DMO)
d) Signature bonus & Production bonus
2. Penerimaan negara tanpa rekonsiliasi hanya dilaporkan



Perbandingan
T kegaen | em | omupok

1. Melaporkan penerimaan negara

a) Pajak v V
b) Bukan Pajak v V
2. Rekonsiliasi V *ada yang tanpa rekon -
3. Periode Laporan
4. Jenis SDA :
a) Migas v ;
b) Batu Bara v -
c) SDA lainnya (mineral logam & bukan V

logam dan batuan)

5. Sanksi Sanksi moral Pidana
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DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAH GAS BUMI
Direkorat P embinaan Usaha Hulu

Peta Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
di

Propinsi Jawa Timur

Jakarta,  Juli 2015 ‘ Sub Dit. Eksplorasi

imees =




Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 (status Juli 2015)

[ M ELOCK_NAME OFERATOR ONTRACT DATFFECTIVE_DATFIRED DAT CONTRACT _TYPE STATUS
[ 1 [ANUGERAH HUSKY AMUGERAH LIMITED 2BA02A2004 B0 26022044 | PROCUCTION SHARING CONTRACT | EXPLORATION
[ 2 |BAWEAN CAMAR RESOURCES CANADA IMC. 120024381 1200202011 1022031 | PRODUCTION SHARING CONTRACT | PROOUCTION
| 2 [BLORA PT.SELE RAYA ENERGI 02003 J0MH2003) 2312033 | PRODUCTICN SHARING CONTRACT  |EXFLORATION
[ 4 [BRANTAS LAPNOOBRAMTAS INC. 23041330 ZH04H1390) 2042020 PROCUCTION SHARING CONTRACT | PRODUCTION
| 5 [BUL KRISEMERGY [SATRIA) LTD. 14102003 140R2003)  1310f2033 | PRODUCTION SHARING CONTRACT |EXFLORATION
| & [CEPUBLOCK MOBIL CEFULTO. 1740342005 17A0S2005) 164032035 | PROCUCTION SHARING CONTRACT | PROOUCTION
[ 7 |EASTBAWEANI EAST BAWEANLTO. 132008 132008) 1312038 [ PRODUCTION SHARING CONTRACT |EXPLORATION
| & |EASTKANGEAN GREEMSTAR ASSETS LIMITED O7H0A2005 O7HOR200G)  DBMOf2035 | PROCUCTION SHARING CONTRACT | EXPLORATION
[ 9 [EASTMURIAH PEARL OIL (EAST MURLAH] LIMITED 132008 132008) 1202038 [ PRODUCTION SHARING CONTRACT |EXPLORATION
| 10 [EAST SEPANJANG FTEASCOEAST SEPANJANG 12M22004 12HM22004)  1M2f2034 | PRODUCTION SHARING CONTRACT |EXFLORATION
[ 1 [GUNTING EXXONMOBIL EXPLORATICN AND PROOUCTION INDOMESIA [GUNTIMNG] LIMITED 132008 132008) 1202038 [ PRODUCTION SHARING CONTRACT |EXPLORATION
[ 12 [JAWABAGIAN TIMUR AREA-2 |PERTAMING EP 1740342005 17A0S200G)  16/032035(KKS PRODUCTION
[ 13 [JAWABAGIAN TIMUR AREA |PERTAMING EP 1740342005 17A0S200G)  16/032035(KKS PRODUCTION
[ W [JAWABAGIAN TIMUR AREA-S |PERTAMING EP 1740342005 17A0S200G)  16/032035(KKS PRODUCTION
|15 [JAWABAGIAN TIMUR AREA-T |PERTAMING EF 17409f2005 ITI0AZ005)  16H03A2036(KKS FRODUCTION
[ 1 [KAMGEAN EMP KANMGEAMLTD. 141111380 000 MA2030| PSC-EXTEMSION PRODUCTION
[ 17 [KARAPAN AMSTELCO KARAPAN PTE, LTD. 1340582010 1300502010 17405/2040) PRODUCTION SHARING COMTRACT | EXPLORATION
[ 18 [KETAPANGBLOCK PCKETAPANGILTD. 06332 MOEN333) 1062028 [ PRODUCTION SHARING CONTRACT | DEVELOPMENT
[ 13 [MADURA SPE PETROLEUMLTD 132008 132008) 1202038 [ PRODUCTION SHARING CONTRACT |EXPLORATION
| 20 [MAOURA OFFSHORE ELOCK | SANTOS [MADURA OFFSHORE] PTY.LTD. 0412haa7 04121397 0122027 | PROCUCTICON SHARING CONTRACT | PROCUCTION
[ M [MADURA STRAIT HUSKY OIL (MADURA] LTD. 20H0M382 20M002012]  13M02032 | PSC-ERTEMSION DEVELOPMENT
[ 22 [MANDALA COMNSORTIUM PT. BURMIHAST & MUKTI - FORTUNE EMPIRE GROUP LTD. 1340542010 1300502010 18405/2040) PRODUCTION SHARING COMTRACT |EXPLORATION
[ 2 [MURIEH PCMURIAHLTLO. 201051331 20M61391)  1305/2021) PRODUCTION SHARING COMTRACT | DEVELOPMENT
[ 24 [NORTHEAST MADURA Y| GOLOEM CODE COMMERCIAL LTO. 2BA02A2004 B0 26022044 | PROCUCTION SHARING CONTRACT | EXPLORATION
| 25 [NORTHEAST MADURAI ANADARKD INDOMESIA COMPARY 12122004 121202004 12f2034 | PRODUCTION SHARING CONTRACT  |EXPLORATION
[ 26 [NORTHKAMGEAN PETROJAYA MORTH KAMNGEAM IMC 1602007 1BI0N2007] 15012037 ) PRODUCTION SHARING COMTRACT | EXPLORATION
[ 27 [NORTHMADURA AWE [MNORTH MADURA] MEZ LIMITED 1340542010 1300502010 17405/2040) PRODUCTION SHARING COMNTRACT |EXPLORATION
[ 28 [NORTHEAST MADURA TECHwWIN ENERGY NORTHEAST MADURALTD. 220 20201 20M1k2041{ PRODUCTION SHARING CONTRACT  |EXPLORATION
[ 29 [PANGKAH SAKA INOOMESIE PANGEAH LIMITED. BMGA336 O2/05H1396) 070512026 | PROCUCTION SHARING CONTRACT | PROOUCTION
[ 90 [POLENG PERTAMIMAEP 170342005 ITI02005)  16A0M2036(KKS PRODUCTION
[ ¥ [RANDUGLNTING ELOCK PERTAMIMA EF RANDUGUMTING 0032007 00242007 024022037 ) PRODUCTION SHARING COMTRACT |EXPLORATION
| 32 [SAKTI CONSORTIUM KRISEMERGY [SAKTI B.Y.-GOLDEN HEAYEN JAYA LTD, BI04 ZBM2r0N|  2Gi2iz044| PRODUCTION SHARING CONTRACT |EXFLORATION
[ 1 [SAMPANG SAMTOS [SAMPANG] PTY LTD. 4121387 D4M2M387| 03122027 ) PRODUCTION SHARING COMTRACT | PRODUCTION
T MITRA ENERGY [INDORESIA SIBARL LTC. 1602007 1BI0N2007] 15012037 ) PRODUCTION SHARING COMTRACT | EXPLORATION
| 35 |SOUTHEAST MADURA PT.EMNERGI MMNERAL LANGGENG ORMGR005]  ORM0GR2005]  0406/2033) PROCUCTION SHARING CONTRACT | EXPLORATION
[ 26 [SOUTHMADURA SOUTH MADURA EXPLORATION COMPANY LTD. 14042003 402003 13102033) PRODUCTION SHARING COMTRACT | EXPLORATION
| 37 |TERUMEL AWE [TERUMEL) NZ LIMITED OGMGA003]  0SA05f2003]  0405/2033) PROCUCTION SHARING COMTRACT | EXFLORATION
[ 28 [TITAN AWE [TITAN) NZ LIMITED 2BM2010 2EMN20I0) 262040 PRODUCTION SHARING CONTRACT |EXPLORATION
[ 2 [TUBAN JOB PERTAMINA-PETROCHIMNA EAST JAYVA 2021528 20241388 280202013 | JOINT OPERATION BODY PRODUCTION
L 40 WEST MADURA OFFSHORE | PT. PERTAMINA HULL EMERGIWEST MADURA OFFSHORE 0505201 OFMBE20|_ 0705203 PRODUCTION SHARING CONTRACT | EXPLORATION

Sumber Data : Ditjen. Migas, 2015
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